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Menimbang

Mengingat

TENTANG

PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Palembang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

4. Undang-Undang ...
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Lembaga Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri wajib bertindak sesuai Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 dengen
mengdepankan prinsip netralitas, jujur, adil, dan menjaga
keamanan serta ketertiban semua tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam  Negeri  wajib
menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan ke Komisi Pemilihan
Umum Kota Palembang paling lambat 3 (tiga) hari setelah
berakhirnya masa berlaku pemantauan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 Maret 2018
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